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Indonesiamemulai praktik Anti-Dumpingnya relatif terlambat, tetapi telah berhasil menebusnya karena
sgjak investigasi Anti-Dumping pertamanya pada tahun 1996, Indonesia telah menjadi salah satu pengguna
tindakan Anti-Dumping yang paling sering. Namun, sistem Anti-Dumping negaraini memerlukan reformasi
yang signifikan agar lebih efektif dalam mencegah dan melindungi industri domestik dari barang dumping.
Industri negaraini tetap rentan terhadap impor murah meskipun ada penegakan hukum. Pada tahun 2018,
Indonesia kehilangan lebih dari $228 juta dalam industri aluminium dan baja berlapis seng, polipropilena
berorientasi ganda, polietilenatereftalat berorientasi ganda, dan bagjatahan karat canal dingin sgja. Peraturan
Anti-Dumping juga perlu direformasi agar kompatibel dan konsisten dengan Persetujuan Anti-Dumping
WTO dan untuk memfasilitasi interpretasi hukum dan prosedur investigasi Anti-Dumping. Dalam Peraturan
Pemerintah nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 dan
Peraturan Menteri Perdagangan No 53/M-DA G/PER/9/2013, beberapa ketentuan tidak sejalan dengan
WTO; yang lain akan menjadi lebih jelas dengan penjelassan yang lebih luas dan detail dan akhirnya, ada
masalah yang tidak ditangani oleh Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2011 sama sekali. Belum lagi,
penerapan langkah-langkah Anti-Dumping hanya bisa efektif jika disertai dengan langkah-langkah anti-
circumvention untuk memastikan kepatuhan.

...... Indonesia started its Anti-Dumping practice relatively late, but has managed to make up for it sinceits
first Anti-Dumping investigation in 1996. It has been one of the most frequent users of Anti-Dumping
measures. However, the country's Anti-Dumping system requires significant reform to be more effectivein
preventing and protecting domestic industries from dumped goods. The country's industry remains
vulnerable to cheap imports despite enforcement. In 2018, Indonesia lost more than $228 million in the
aluminium and zinc-coated steel, double-oriented polypropylene, double-oriented polyethylene
terephthalate, and cold-rolled stainless-steel industries alone. Besides that, the Anti-Dumping regulations
(Government Regulation No. 34/2011, Minister of Trade Regulation No. 76/M-DAG/PER/12/2012 and
Minister of Trade Regulation No. 53/M-DA G/PER/9/2013) needs to be reformed to be consistent with the
WTO Anti-Dumping Agreement in order to facilitate legal interpretation and Anti-Dumping investigation
procedures. Some provisions of existing legislation are not WTO-compliant; others will become clearer with
more extensive and detailed explanations and finally, there are issues that are not addressed at all. Not to
mention that the application of Anti-Dumping measures can only be effective if accompanied by anti-
circumvention measures to ensure compliance.
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